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ABSTRACT

This study aims to examine the problems and solutions of the parties in
dealing with land tenure resolution issues and land tenure resolution mechanisms
in forest areas based on Presidential Regulation Number 88 of 2017, and to
examine. The research method used is a qualitative approach with in-depth
interview techniques and document analysis. The results of the study indicate that
there are several obstacles in the implementation of the Presidential Regulation,
such as overlapping policies and lack of coordination between institutions. This
finding emphasizes the importance of policy alignment and increased cooperation
between institutions to resolve land tenure issues in forest areas. In addition, this
study also revealed that most of the areas studied are protected forests and protected
marine wildlife areas, which require special protection. This study contributes to
further understanding of land tenure issues and provides recommendations for more
effective policies.

Keywords: land tenure, forest areas, Presidential Regulation Number 88 of 2017,
protected forests, marine wildlife.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Reforma Agraria merupakan proses restrukturisasi atau penataan
ulang kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah atau wilayah
dengan tujuan, menciptakan keadilan agraria dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan
konflik agraria, memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya
ekonomi terutama tanah, serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi.
Reforma Agraria dipandang sebagai sebuah program politik, yang
bertujuan untuk mengubah struktur kekuasaan, terkait tanah dan sumber
daya alam. Reforma Agraria dalam implementasinya, mencakup program-

program seperti legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial.

Reforma Agraria terbagi menjadi dua bagian utama, asset reform
dan access reform. Asset reform dilakukan oleh pemerintah dengan
memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti petani
kecil atau yang tidak memiliki tanah sendiri, serta memperkuat hak
kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Penyediaan tanah dan
penguatan hak kepemilikan tanah menjadi tanggung jawab Kementerian
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Reforma Agraria. Access
reform adalah upaya pemerintah untuk membantu penerima manfaat
Reforma Agraria agar dapat memanfaatkan tanah yang telah diberikan
untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan memberikan akses kepada
infrastruktur, pembiayaan, teknologi, pengolahan, serta bantuan dalam
pemasaran dan distribusi hasil produksi. Diharapkan melalui reformasi
akses, penerima manfaat dapat memaksimalkan potensi tanah yang mereka
terima untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial mereka. Reforma
Agraria diharapkan menjadi solusi baru dalam menyelesaikan konflik
agraria antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Dua tujuan utama

Reforma Agraria adalah menciptakan perubahan menyeluruh dalam sistem
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hubungan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan, dengan mengarahkan
transformasi struktur masyarakat agraris tradisional menjadi terintegrasi
dalam sektor ekonomi nasional, yang tidak hanya terfokus pada pertanian
(Arisaputra, 2016).

Tanah yang menjadi fokus program Reforma Agraria disebut Tanah
Objek Reforma Agraria (TORA) yang melibatkan restrukturisasi
kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah/wilayah. TORA
mencakup kategori tanah negara yang tidak terurus, tanah hasil
penyelesaian konflik agraria, tanah bekas tambang di luar kawasan hutan,
tanah timbul, tanah yang memenuhi syarat untuk penguatan hak rakyat
atas tanah, dan tanah yang dimiliki oleh masyarakat. TORA yang berada
di kawasan hutan lindung adalah tanah yang terletak di wilayah hutan
yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan lindung. Kawasan
hutan lindung biasanya, memiliki fungsi penting dalam pelestarian
ekosistem, konservasi biodiversitas, perlindungan sumber air, dan mitigasi
perubahan iklim. Namun, seringkali ada juga masyarakat yang tinggal di
dalam atau di sekitar kawasan hutan lindung, baik sejak lama atau karena
faktor migrasi dan penempatan yang tidak resmi (Republik Indonesia,
2018).

Reforma Agraria merupakan inisiatif pemerintah untuk mengubah
struktur penguasaan tanah dan mengurangi kemiskinan dengan
meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya alam, termasuk
kawasan hutan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan
penguasaan lahan antara sektor swasta dan masyarakat, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses.
Salah satu programnya adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),
yang bertujuan memberikan hak milik dan perlindungan hukum atas tanah
yang dimiliki masyarakat di kawasan hutan. Program ini mencakup
pengadaan tanah, pengelolaan perhutanan sosial, perubahan peruntukan
kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, legalisasi aset tanah

transmigrasi, pelepasan kawasan hutan, serta redistribusi tanah dan
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perhutanan sosial. Selain itu, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan (PPTKH) bertujuan untuk menyelesaikan konflik tenurial
di kawasan hutan melalui inventarisasi dan verifikasi awal, pengadaan
tanah objek reforma agraria, pengelolaan perhutanan sosial, perubahan
peruntukan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, serta koordinasi
dengan kementerian, lembaga, dan satuan kerja perangkat daerah. TORA
diperlukan untuk memberikan hak milik dan perlindungan hukum atas
tanah yang dimiliki masyarakat, menjadikan reforma agraria sebagai dasar
untuk mengubah struktur penguasaan tanah dan mengurangi kemiskinan.
Dengan demikian, TORA berfungsi sebagai program dalam reforma
agraria, sementara PPTKH berperan dalam menyelesaikan konflik
tenurial di kawasan hutan (Pen, 2024)

Penggunaan tanah dalam kawasan hutan di Indonesia,
menghadirkan tantangan signifikan dalam konteks penetapan tanah sebagai
objek reforma agraria. Reforma agraria memiliki tujuan utama untuk,
mendistribusikan tanah secara lebih adil dan merata, namun seringkali
terhambat oleh kompleksitas masalah penggunaan tanah dalam kawasan
hutan. Kawasan hutan, yang dilindungi oleh berbagai regulasi untuk
menjaga fungsi ekologisnya, sering kali juga menjadi tempat tinggal dan
sumber penghidupan bagi masyarakat lokal dan adat. Pemerintah
menghadapi kesulitan dalam, menyelaraskan kepentingan pelestarian
hutan dengan kebutuhan agraria masyarakat. Konflik penggunaan lahan ini
muncul akibat, tumpang tindih kebijakan antara sektor kehutanan dan
agraria. Pengelolaan kawasan hutan yang ketat bertujuan melindungi
ekosistem, dan keanekaragaman hayati, namun di sisi lain, masyarakat
yang telah lama tinggal, dan mengelola lahan dalam kawasan hutan
menuntut pengakuan hak atas tanah yang mereka tempati.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 menjadi landasan hukum
utama dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Peraturan ini
memberikan kerangka hukum untuk berbagai aktivitas dan program yang

berkaitan dengan pengelolaan hutan, termasuk penyelesaian penguasaan
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tanah yang berada dalam kawasan hutan. Beberapa aspek utama yang
diatur dalam peraturan ini adalah pengadaan Tanah Obyek Reforma
Agraria (TORA), pengelolaan perhutanan sosial, dan perubahan
peruntukan serta fungsi kawasan hutan.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 juga mengatur tentang
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Ini mencakup prosedur
dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan fungsi
kawasan hutan, seperti konversi hutan produksi menjadi hutan lindung atau
sebaliknya. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai
aspek, termasuk aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, untuk memastikan
bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan tidak merugikan
keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat.

Proses penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan,
memerlukan pendekatan multidimensional (pendekatan sejarah atau yang
telah terjadi di masa lampau) yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, LSM, dan sektor
swasta. Pemerintah berupaya mengatasi masalah ini melalui berbagai
kebijakan dan program, seperti program Tanah Objek Reforma Agraria
(TORA), yang bertujuan menyediakan lahan bagi masyarakat melalui
redistribusi dan legalisasi tanah. Namun, implementasi kebijakan ini
menghadapi berbagai hambatan, termasuk konflik lahan, ketidakjelasan
batas kawasan hutan, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait
(Chamdani, 2021)

Penyelesaian penggunaan tanah dalam kawasan hutan merupakan
permasalahan yang rumit dan sensitif. Konflik tenurial di kawasan hutan
timbul karena adanya perbedaan pandangan mengenai penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya lainnya antara
masyarakat dengan otoritas atau entitas yang memiliki legitimasi untuk
mengelola kawasan hutan tersebut. Penyelesaian masalah penguasaan
tanah di kawasan hutan menjadi sulit dilakukan karena terhambat oleh

kebijakan dan regulasi di sektor kehutanan, baik secara langsung maupun
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tidak langsung (Chamdani, 2021).

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 ditujukan untuk
memberikan perlindungan khusus kepada masyarakat yang menguasai
tanah di kawasan hutan. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
mengalokasikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Pelapis,
Betok, dan Padang di Kepulauan Karimata dengan mengubah batas
kawasan hutan lindung untuk kepentingan permukiman dan fasilitas
umum. Program ini mencakup proses legalisasi aset dan redistribusi
TORA, dengan inisiasi pendaftaran tanah yang pertama kali dan
pemeliharaan data. Dasar hukumnya termasuk Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018. Pemerintah Kabupaten Kayong
Utara menggunakan kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan (PPTKH) untuk mengidentifikasi dan memverifikasi
subjek serta objek TORA. Langkah ini bertujuan untuk melakukan
pemetaan terhadap kepemilikan tanah masyarakat di kawasan hutan guna
mengusulkan perubahan batas kawasan hutan (Moef, 2017).

Pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004
mengatur proses penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan,
termasuk pemancangan batas sementara dan inventarisasi hak-hak pihak
ketiga saat penataan batas luar kawasan hutan, yang melibatkan kepala
desa dan kecamatan. Selain itu, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 44
Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 62 Tahun 2013
secara rinci mengatur mekanisme penyelesaian bidang tanah yang telah
dikuasai, dimanfaatkan, atau telah diberikan hak atasnya sebelum bidang
tanah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan. Prosedur ini termasuk
pengeluaran bidang tanah dari kawasan hutan negara melalui perubahan

batas (Peraturan Pemerintah, 2022).
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Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan memiliki peran penting dalam
mengurangi ketimpangan penguasaan tanah di kawasan hutan dengan
beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menetapkan Kriteria untuk
memberikan hak milik atas tanah yang sebelumnya hanya dimiliki dengan
hak penggunaan oleh masyarakat. Selain itu, peraturan ini menguatkan
hak-hak adat dengan menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi hak-hak
adat yang dapat diperkuat melalui pengakuan oleh masyarakat hukum adat
atau kepala desa/kelurahan terkait (Presiden R1, 2017)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun
2021 mengatur tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan dan
fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan. Salah satu fokus
utama dari peraturan ini adalah penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan negara melalui proses inventarisasi dan verifikasi.
Inventarisasi ini bertujuan untuk mendata dan mengidentifikasi
penguasaan tanah oleh masyarakat yang berada dalam kawasan hutan
negara, yang sering kali menjadi sumber konflik antara masyarakat dan
pemerintah.

Proses inventarisasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan
dimulai dengan tahap perencanaan, yang melibatkan pemerintah pusat,
pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya. Pada tahap ini,
dilakukan pemetaan awal terhadap kawasan hutan yang dikuasai oleh
masyarakat. Data yang dikumpulkan meliputi luas lahan, jenis penggunaan
lahan, serta identitas penguasa lahan. Perencanaan ini penting untuk
memastikan bahwa seluruh kawasan yang dikuasai terdata dengan baik dan
akurat.

Setelah tahap perencanaan, dilakukan verifikasi lapangan untuk
memastikan kebenaran data yang telah dikumpulkan. Verifikasi ini
melibatkan pengecekan langsung ke lokasi oleh tim yang terdiri dari
berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi

non-pemerintah. Tim verifikasi akan memastikan bahwa data yang ada
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sesuai dengan kondisi di lapangan, serta mendokumentasikan segala
bentuk penguasaan tanah yang ditemukan. Hasil verifikasi ini kemudian
akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah kemudian dapat
menentukan langkah-langkah penyelesaian penguasaan tanah yang sesuai.
Langkah penyelesaian ini bisa berupa legalisasi penguasaan tanah bagi
masyarakat yang memenuhi Kkriteria tertentu, relokasi masyarakat ke
tempat lain yang lebih sesuai, atau bentuk penyelesaian lainnya yang
dianggap paling adil dan efektif. Proses ini diharapkan dapat mengurangi
konflik penguasaan tanah dalam kawasan hutan serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan
hutan.

Peraturan Menteri LHK No. 7 Tahun 2021 mencerminkan
komitmen pemerintah untuk mengelola kawasan hutan secara
berkelanjutan dan adil, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat
serta konservasi lingkungan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan
pengelolaan kawasan hutan dapat berjalan lebih baik, mengurangi konflik,
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada
sumber daya hutan.

Inventarisasi penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan
berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No. 11 Tahun 2020
merupakan langkah penting dalam menyelesaikan masalah penguasaan
tanah. UUCK memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatasi
konflik penguasaan tanah yang telah berlangsung lama di kawasan hutan.
Tujuan utamanya adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat
yang telah menguasai tanah di dalam kawasan hutan, sekaligus mendukung
pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Proses inventarisasi dimulai dengan pendataan terhadap
penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan. Pendataan ini
mencakup identifikasi luas lahan yang dikuasai, jenis penggunaan lahan,

dan identitas para penguasa lahan. Data tersebut kemudian digunakan
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untuk memetakan penguasaan tanah secara komprehensif. Pemerintah,
baik pusat maupun daerah, bersama dengan pihak terkait lainnya,
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pendataan berjalan
dengan baik dan akurat.

Setelah pendataan, dilakukan verifikasi lapangan untuk
memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kondisi
sebenarnya. Tim verifikasi terdiri dari berbagai pihak, termasuk
pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, yang akan
melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Verifikasi ini penting untuk
memastikan keabsahan data serta mendokumentasikan segala bentuk
penguasaan tanah yang ditemukan di lapangan. Hasil dari verifikasi ini
menjadi dasar untuk langkah penyelesaian selanjutnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintanh dapat menentukan
langkah-langkah penyelesaian penguasaan tanah yang paling tepat.
Langkah-langkah ini bisa mencakup legalisasi penguasaan tanah bagi
masyarakat yang memenubhi Kkriteria tertentu, relokasi masyarakat ke lokasi
lain yang lebih sesuai, atau bentuk penyelesaian lainnya yang dianggap adil
dan efektif. Proses penyelesaian ini diharapkan dapat mengurangi konflik
penguasaan tanah dalam kawasan hutan, memberikan kepastian hukum
kepada masyarakat, serta mendukung pengelolaan hutan yang
berkelanjutan.

Dengan adanya kerangka hukum yang jelas melalui UUCK No. 11
Tahun 2020, diharapkan konflik penguasaan tanah di kawasan hutan dapat
diselesaikan secara efektif. Kejelasan hukum ini memberikan landasan
yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam
mengelola kawasan hutan dengan lebih baik. Selain itu, langkah ini juga
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yyang
bergantung pada sumber daya hutan, sambil tetap menjaga kelestarian

lingkungan dan keberlanjutan hutan.
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Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, Nomor 792/DISHUT/2017
tentang Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi, Peraturan
Pengelolaan Lahan dalam Kawasan Hutan, yang fokus pada resolusi, dan
perlindungan hukum terkait hak masyarakat, untuk mengelola lahan di
kawasan hutan, memicu serangkaian perubahan status dan kegiatan
sosialisasi, oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dan Balai
Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I11 pada tahun 2018 dan 2019. Masuk
ke dalam sosialisasi program PPTKH, dan finalisasi usulan program
tersebut, serta kegiatan inventarisasi dan verifikasi oleh Balai Penetapan
Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah 111, untuk memperjelas kepemilikan
tanah di kawasan hutan Kayong Utara. Pada tahun 2020, Rekomendasi
Gubernur Kalimantan Barat tentang perubahan batas wilayah, perhutanan
sosial, dan Pemeliharaan diterbitkan, sementara pada tahun 2021,
persetujuan pola permukiman pengelolaan kawasan hutan diarahkan
kepada Gubernur Kalimantan Barat, dan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dikeluarkan oleh Balai Penetapan Kawasan Hutan
(BPKH) wilayah 111, tentang penetapan peraturan pengelolaan lahan dalam
kawasan hutan. Pada tahun 2022, diterapkan batas-batas peraturan
pengelolaan kawasan hutan menurut Balai Penelitian Kawasan Hutan
(BPKH) Wilayah 111, dan pada tahun 2023 dan 2024, dilakukan percepatan
pengaturan pengelolaan kawasan hutan sejalan dengan reforma agraria
(PUPR, 2019).

Kecamatan Kepulauan Karimata memiliki luas wilayah
mencapai 282,97 km? dan merupakan wilayah terkecil dan terpencil di
Kabupaten Kayong Utara. Wilayah ini termasuk dalam kawasan hutan
lindung, di mana terdapat permukiman masyarakat. Keunikan dari
permukiman ini adalah lokasinya yang berada di tengah-tengah hutan
lindung, yang masih mempertahankan keasrian satwa alam laut yang
beragam. Pulau Karimata, secara administratif terbagi dalam tiga desa
yaitu Desa Betok Jaya, Desa Pelapis, dan Desa Padang, semuanya berada

di Kecamatan Kepulauan Karimata. Pembangunan infrastruktur yang
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terbatas di sini telah menyebabkan tingkat kemiskinan yang tingagi,
ketimpangan dalam kepemilikan tanah, serta sulitnya aksesibilitas karena
jaraknya sekitar 121 km dari Kota Kabupaten Kayong Utara, hanya dapat
dijangkau melalui jalur laut. Kondisi ini mendorong beberapa masyarakat
bergantung pada lahan hutan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan
sebagai sumber ekonomi mereka. Oleh karena itu, implementasi reforma
agraria sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat. Mekanisme percepatan penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan yang efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan
keberhasilan dalam upaya penyelesaian penguasaan tanah di kawasan
tersebut. Total pemanfaatan lahan di Kepulauan Karimata mencakup jalan
seluas 170,53 Ha, permukiman 163,05 Ha, dan lahan pertanian lainnya
seluas 239,93 Ha, dengan total keseluruhan mencapai 573,50 Ha (Ptkh &
Barat, 2019).

Peneliti ingin mengetahui dan menganalisis mekanisme yang
diterapkan di Kecamatan Kepulauan Karimata dalam penyelesaian
penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, termasuk langkah-langkah
identifikasi dan pendataan oleh pemerintah, proses verifikasi lapangan
untuk memastikan keabsahan data, metode penetapan keputusan akhir
tentang penguasaan tanah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses
tersebut. Penelitian ini juga akan menilai sejauh mana progres penyelesaian
penguasaan tanah telah berjalan, mencakup tahap-tahap inventarisasi dan
verifikasi yang telah dilalui, pencapaian yang telah dibuat, hambatan atau
tantangan yang mempengaruhi laju progres, serta perbandingan antara
rencana awal dan realisasi di lapangan. Selain itu, peneliti akan
mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang terjadi dalam
penyelesaian penguasaan tanah, seperti tantangan hukum dan
administratif, kendala teknis dalam pendataan dan verifikasi, masalah
sosial termasuk resistensi masyarakat lokal, dan faktor lingkungan yang
mempengaruhi penyelesaian penguasaan tanah. Peneliti juga akan

mengeksplorasi solusi yang telah ditempuh oleh para pihak, termasuk

23



praktik terbaik, strategi kolaboratif, rekomendasi kebijakan dan perbaikan
regulasi, serta inovasi teknis atau metodologis yang dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyelesaian penguasaan tanah. Dengan
memahami secara mendalam keempat aspek ini, peneliti berharap dapat
mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih baik untuk penyelesaian
penguasaan tanah dalam kawasan hutan, baik di Kecamatan Kepulauan

Karimata.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme yang diterapkan di Kecamatan Kepulauan
Karimata dalam penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan

hutan?

2. Sampai sejauh mana proses penyelesaian penguasaan tanah dalam

kawasan hutan di Kecamatan Kepulauan Karimata telah berjalan?

3. Apa problematika yang terjadi dalam penyelesaian penguasaan tanah

dalam kawasa hutan.?

4. Solusi apa yang di tempuh para pihak untuk penyelesaian penguasaan

tanah dalam kawasan hutan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Analisis mendalam terhadap mekanisme penyelesaian penguasaan
tanah di Kecamatan Kepulauan Karimata, mencakup pemahaman
tahapan administratif, evaluasi hukum dan regulasi, serta peran
stakeholder seperti pemerintah daerah, lembaga terkait, dan
masyarakat setempat. Analisis juga mempertimbangkan kondisi
geografis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi mekanisme ini, dengan harapan memberikan,
rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan
penguasaan tanah di kawasan hutan.

b. Agar mengetahui sejauh mana proses penyelesaian penguasaan
tanah di kawasan hutan Kecamatan Kepulauan Karimata,
dievaluasi dengan memperhitungkan kinerja administratif,
kepatuhan hukum, serta partisipasi stakeholder seperti pemerintah
daerah dan masyarakat. Evaluasi ini juga mempertimbangkan
faktor lingkungan dan sosial ekonomi dalam menilai efektivitas
proses. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran terhadap

keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan yang perlu diatasi
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untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian penguasaan
tanah di kawasan hutan tersebut.

c. Mengidentifikasi problematika dalam proses penyelesaian
penguasaan tanah di kawasan hutan Kecamatan Kepulauan
Karimata melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai
tantangan yang sering muncul. Salah satu problematika yang umum
adalah kompleksitas administratif, dimana proses pengajuan
permohonan dan pengajuan izin seringkali memakan waktu lama
dan rumit. Aspek partisipasi stakeholder juga menjadi Kkritis,
dengan adanya potensi konflik antara pemerintah daerah, lembaga
terkait, dan masyarakat setempat yang dapat memperlambat proses.
Analisis mendalam terhadap problematika ini diharapkan dapat
menghasilkan pemahaman yang lebih baik dan solusi-solusi
strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses

penyelesaian penguasaan tanah di Kecamatan Kepulauan Karimata.

d. Untuk memperbaiki penyelesaian penguasaan tanah di kawasan
hutan Kecamatan Kepulauan Karimata, diperlukan upaya
penyederhanaan proses administratif, penguatan kepatuhan
terhadap regulasi hukum, peningkatan partisipasi stakeholder, dan
integrasi pemahaman terhadap faktor sosial ekonomi lokal dalam
kebijakan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi dan efektivitas proses serta memberikan manfaat yang
berkelanjutan bagi semua pihak terlibat.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian mengenai problematika, dalam penyelesaian
penguasaan tanah dalam kawasan hutan dalam rangka penetapan tanah

objek reforma agraria memiliki manfaat teoritis dan praktis.
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1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi untuk
menyederhanakan proses administratif dalam penyelesaian
penguasaan tanah, sehingga proses tersebut dapat lebih efisien dan
cepat. Melalui identifikasi dan evaluasi terhadap regulasi yang ada,
penelitian ini juga dapat menguatkan kepatuhan terhadap hukum,
mengurangi konflik tanah, dan meningkatkan kepastian hukum
bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penelitian ini dapat
menghasilkan strategi untuk meningkatkan partisipasi dan
kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan
masyarakat setempat, sehingga proses penyelesaian penguasaan
tanah menjadi lebih inklusif dan partisipatif. Rekomendasi yang
dihasilkan juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya
pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan di kawasan

hutan Kecamatan Kepulauan Karimata.
2. Manfaat Praktis Penelitian

Penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai
mekanisme penyelesaian penguasaan tanah, khususnya di kawasan
hutan dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang
khas seperti Kecamatan Kepulauan Karimata. Metode dan
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat
dijadikan model bagi penelitian serupa di wilayah lain, sehingga
membantu memperkaya kerangka teoritis dalam studi penguasaan
tanah dan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, penelitian ini
dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana faktor
geografis, sosial, dan ekonomi mempengaruhi proses administratif
dan hukum dalam penguasaan tanah, yang dapat dijadikan referensi

untuk studi-studi interdisipliner.
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3. Manfaat Sosial dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

Penelitian ini dapat memberdayakan masyarakat lokal untuk
lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut tanah
dan sumber daya alam mereka. Analisis dan solusi yang ditawarkan
dapat membantu mengurangi potensi konflik antara berbagai pihak
yang berkepentingan, menciptakan hubungan yang lebih harmonis
dan produktif. Selain itu, dengan pengelolaan tanah yang lebih baik
dan kepastian hukum yang meningkat, masyarakat lokal dapat
merasakan manfaat ekonomi yang lebih besar, seperti akses yang
lebih baik ke lahan pertanian atau hutan yang dikelola secara
berkelanjutan. Pendekatan yang memperhatikan faktor sosial
ekonomi lokal juga dapat mendukung kebijakan yang lebih ramah
lingkungan, menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus
mendukung kesejahteraan masyarakat.
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BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan Kecamatan
Kepulauan Karimata, yang telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
88 Tahun 2017, implementasinya memenuhi standar legalitas dan prosedur
yang diatur. Proses administratif dan regulasi yang dilakukan telah berjalan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk pengelolaan tanah di
wilayah hutan di Kecamatan Kepulauan Karimata. Mekanisme
penyelesaian penguasaan tanah di dalam kawasan hutan telah sesuai
dengan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 3 Tahun 2018,
maka proses tersebut berjalan dengan prinsip-prinsip adil, transparan, dan
efektif, serta mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan
kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini menekankan keadilan dalam
penyelesaian dengan memastikan identifikasi dan verifikasi tanah
dilakukan secara adil dan akurat. Transparansi diutamakan melalui
keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses penyelesaian.
Efektivitas dijaga melalui koordinasi antar instansi dan penegakan hukum
yang ketat. Selain itu, peraturan ini mendukung pengelolaan hutan
berkelanjutan dengan memastikan perubahan peruntukan kawasan hutan
dilakukan secara bijaksana dan pemanfaatan sumber daya yang
bertanggung jawab. Terakhir, Permenko Nomor 3 Tahun 2018
memprioritaskan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat dengan
pemberdayaan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup, sehingga dengan
mematuhi ketentuan ini, proses penyelesaian penguasaan tanah dapat
terlaksana secara efektif dan mendukung kesejahteraan masyarakat serta

keberlanjutan hutan.

2. Proses penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang telah
mencapai tahap pola penyelesaian, sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 88 Tahun 2017, didasarkan pada landasan hukum yang kuat, sejalan
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3. Keterlambatan dalam pengukuhan kawasan hutan oleh Kementerian
Kehutanan telah menyebabkan ketidakpastian status tanah di dalam
kawasan hutan, yang pada gilirannya memicu konflik penguasaan tanah.
Integrasi hukum antara rezim kawasan hutan dan UU No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sangat diperlukan untuk
menyelesaikan fragmentasi hukum yang menjadi sumber konflik
penguasaan tanah. Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan adalah payung hukum yang
perlu disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan
dalam penguasaan tanah di kawasan hutan. Selain itu, proses penunjukan,
penetapan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan harus dilakukan
secara komprehensif untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan
hutan dan menghindari konflik tenurial. Kerja sama antara masyarakat dan
pemerintah sangat penting dalam menyelesaikan konflik penguasaan tanah
di kawasan hutan dengan mendorong integrasi hukum dan pengembangan
tata batas yang jelas. Dengan demikian, langkah-langkah ini perlu
diperkuat untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam

penguasaan tanah di kawasan hutan.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara menunjukkan komitmen kuat
dalam mengatasi masalah penguasaan tanah di kawasan hutan melalui
beberapa langkah konkret. Mereka mengajukan percepatan pelepasan
tanah objek reforma agraria kepada Menteri Kehutanan untuk
mengklarifikasi status legalitas tanah. Selain itu, mereka mengusulkan
audiensi dengan pihak terkait di tingkat nasional untuk mempercepat
penyelesaian. Pembentukan tim gugus tugas reforma agraria di Kabupaten
Kayong Utara juga dilakukan untuk mengoordinasikan kegiatan terkait dan
memfasilitasi proses administratif. Langkah-langkah ini menunjukkan
upaya serius dalam mengatasi masalah penguasaan tanah dengan
pendekatan terkoordinasi dan sistematis, diharapkan memberikan manfaat

nyata bagi masyarakat setempat dan pengelolaan sumber daya alam yang
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berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu fokus pada efisiensi proses,
transparansi, dan koordinasi antar-stakeholder. Komunikasi dan
keterlibatan publik harus ditingkatkan agar masyarakat terlibat aktif dan
merasakan manfaat adil dari kebijakan penguasaan tanah di Kecamatan
Kepulauan Karimata. Rekomendasi strategis mencakup dialog terbuka
dan konsultasi publik antara masyarakat, pemerintah, dan LSM untuk
menemukan solusi seimbang dan adil, serta penggunaan mediator
independen untuk mengatasi konflik dan memfasilitasi komunikasi,
mengidentifikasi kepentingan bersama, dan mengusulkan solusi yang

dapat diterima semua pihak.

2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 mengarahkan pemerintah,
untuk memperbaiki implementasi kebijakan melalui penguatan
koordinasi antarinstansi, peningkatan partisipasi publik, dan efisiensi
administratif. Berdasarkan peraturan ini, supervisi dan monitoring
berkala terhadap inventarisasi dan verifikasi tanah di kawasan hutan
Kecamatan Kepulauan Karimata harus ditingkatkan. Selain itu,
masyarakat setempat perlu diberdayakan untuk lebih terlibat dalam
proses ini, serta transparansi harus ditingkatkan dalam setiap langkah
penyelesaian penguasaan tanah. Upaya ini diharapkan dapat
memperkuat implementasi Perpres Nomor 88 Tahun 2017 secara

berkelanjutan dan efektif.

3. Untuk memastikan kelancaran penguasaan tanah di kawasan hutan
Kecamatan Kepulauan Karimata, penting segera mengkoordinasikan
penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Menteri Kehutanan, untuk
mengubah status kawasan hutan. Langkah ini akan mengklarifikasi
status legalitas tanah dan mengurangi ketidakpastian hukum, bagi
pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Dengan demikian, proses
penguasaan tanah dapat berjalan sesuai peraturan, dan memperkuat
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implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu terus memantau dan
mempercepat pelaksanaan langkah-langkah tersebut, termasuk
memastikan koordinasi yang efektif dengan semua pihak terkait,
termasuk Menteri Kehutanan dan instansi terkait di tingkat nasional.
Diperlukan juga upaya untuk memastikan transparansi, dan partisipasi
aktif masyarakat dalam proses penyelesaian penguasaan tanah, serta
mengoptimalkan peran tim gugus tugas reforma agraria, dalam
memfasilitasi proses administratif yang diperlukan. Langkah-langkah
ini diharapkan, tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah
penguasaan tanah, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam

pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat setempat.
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